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PETTf,ERTNTAH KABT}PATEF'I SHMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

KE PE$JI U DAAtr DAf'I S LAH RAGA
Alaa*: KotnSe{r hrtar*oran Srrdrd Tfp(Oz4} 682{134, B:t235:t, Fax.692t134 Ungaran 5050{

KEPUTUSAITT KSPAI"& I}IFIAS PEIT{DIDIKANN KEBfTDAYAAI\I, KMEMWAAI\T DAI\T OI"AHRAGA
KABT}PATEN SEMARANG

HSM{}R421"9 I Sr?.A TAHtiFi 2fi1$

TEF,{TANG

rJIN PENITRTAN $ATUAT{:PEFrDtr}rXAhr AmX USIA I}IFII {PAUD} BAGI
TKTT}NAS BAI\IGSA

KECAMATANBRINGIN

KEPAI"A DINAS PENDIDIKAN, KnBIIIIAYAAITI, KEPEMIIIIAAI\I nAFr OI"AERAGA
KABI}PATEN SEMARANG

hd*nirnbffiI& a- bahwa memper&afiikan suat Kepala sdum Pendidikan Arak Usia Difii (PAUD) dari
TK Tanas Bangsa Kecamatan Brin$n Tanggal I M*ret 2018 nomor :

421.1/03/TKTB/IIY201S Perihat Perrnohonan Ijin P€rpaqiangan Pendirian PAUD;
b. bdrwa dalam rmgka pmbinaaa, teralb administasi d*il pngendalian pendfian serta

penyelemggaraan Pendidikan Anak Usia Dhi SAUD) di Kabupaten Semarang, perlu
adarya Iiin Pendirian bagi Satran Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa dengan hunrf a dm b diatas , perlu adanya Keputusan yarg ditetapkan
oleh Kepata Dinas Pffididikas, Kebudayaan, Ke,pemudaan dan Olatraga
Kabupafien Semarang,

l. Undang-undang Nomor 13 Tahua 1950 T€*rtang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten
Dalam Lingkungaa Provifsi Jawa Tengah;

2, Uadang-Undang Nomor 67 Tahm 1958 Tenta*g Perubahan Bat&s-batas \Vilayah
Kohplqia Salatige Dan Daerah Swatantra Tingkat tr Semaraag (Lemkran Negara
Reprrblik hdonesira Tahun 1958 Nomor 118, Tarrbahan I-embaran Negara Republik
IndonesiaNomor 1652)

3. Undang-undmg Nomor 25 Tahun 2000 Tmtary Program Pembangnnan Nasional
(kmbran Negma Republik Indonesia tahun 2000 nomor 2S6);

4. Undmg-rmdang Nomar 20 Tahrm 2003 Tentmg Sisem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahrm 20S3 Nomor 7& Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nouror 430 t);

5. Undang-undang Nomor I0 Tatrun 2004 Tsntang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {t,ernbamn Negra Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomor 53, Tambahan
Ixmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389h

6. Undarg-rurdmg Nomor 32 Tahua 2t}04 Tenturg Pemerintahm Daffiah (I*mbaran Negara
Republik Indonmia Tatrun 2004 Nomor 125, Tambahan t^embaran Negara Republik
Indonesia Nomor M37) sebagaimana telah dfubah dengan Undang-undang Nomor I
Tahun 2ffi5 Tentang Penetapaa peraturan Pemerintah'Pengganti Undangundang Nomor
3 Tahun 2005 Tentang Perubahm Ahs Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang
Pemerintah Daer*h Menjadi Undang-undang fl-embarar Negam Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tamhhan Iembaran Negara Republft Indonesia Nomor 4548);

7. Undmg*mdang Nomor 20 Tahun 2(S3 Tentary Sistim Pendidikan Nasioaal.
8. Permran Pemerintah Nomor 16 Tahua 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah

Tirykat tr Sernmang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun lg76 Nomor 25,
Tarnhhaa {,enrbanan Negara Republik Indonesia Nomor 3079};

9. Peratumn Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Penrbahan Bdas Wilayah
Kotamadya Daemh fingkat II Salafiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
{f€mbarm Negara Republik Indonesia Tahrm 1992 Nomor ll4, Tambahan lembman
Negara Republik Indonesia Nomor 35ffi);

10. Pemturan Pernerintah Nunor 25 Tahun 2000 Tentang Keweaangan Pemerintah Dan
Kewenangaa Pnopinsi Sebagci Dasrah Otoaom ( kmbarm Negara Republik Indonesia
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Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan datr Kebudayaan Rep:rblik lndonesia Nomor 84 Tahun

2014 Tentang Pendirian $atuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Perataran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaa* Republik Indonesia Nornor 137 Tahun

2014 Tentang StandarNasi*nal Pendidikan An*k Usia Dini {PAUD}
16. Keprtusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang

Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
17 - Keputusan Menteri Dalam Negeri D*n Otonomi Daerah Nomor 22 Talrun 2001 Tentang

Bentuk Produkpraduk Huk*m Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang

Prosedur Penyusunen Produk Hukum Daerah;
19. Peraluraa D*erah Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Smnarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi
Dam Tata Kerja Dinas Dacrah Kabupaten Semarang.

MEMI}TT]SKA}T

Memberikan $in Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (FAUD) kepada :
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Tugas dan tanggung jawab kegiatan lerrbaga sebagaimana dimaksud diktum PtrRTAMA
sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Perdidikan Anak Usia Diui sezuai dengan tiin yans diberikan;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yafig akaa ditentukan kemudian;
3. l&ajib mengirimkafi laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4- Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan ateh perguruan tinggi;

Pemberian {iin Pendirian akaa dicabut apabila:
i" Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak iagi menyetenggaraken kegiatan pelayanan

Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Penyelenggara Pendidika* Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasil
3. Di&mukannya adanya kegiatan diluar proses kegiatan kependidikan;
4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 {dua) tahun berturut-turut kepada

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

Keputusan ini juga berlaku sebagai ijin operasional penyeletrggaraa& Pendidikan Anak Usia
Dini:

Segala biaya -vang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebaakan pada Penyelenggara;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurang*n dalam Keputusari ini maka
Keputusan akan difinjau hembali;

Keprtusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sit*tepk*m di : [.]*g*rexx
Fada Tmggal : ?* April 2*tffi
a*GrGa&*t*crr a+l+arr l**t" i** ;s!t+rttr*+9.**it tf, t$tt

BINASF n I{H.*{IBAYAAF$,
Kg {}LAT{RAGA
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